
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat clan

1. Undang-Undang NOIIlor 27 Talrun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tcntang Pernbentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembarnn Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun
1959 NOIIlOI' 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

c. bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimna
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
ten tang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Keschatan Untuk Dana Jaminan Perealinan di
KabtrparanHulu Sungai Utara:

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Men teri
Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tenta ng Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kcschatan Tahun Angguran 20201 perlu
menctapkan P¢rat~\rallBupati Hull] Sungai Utara;

a. hahwa guna rncndukung daerah dalam mendekatkan
akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
serta mencegah terjadinya keterlarnbatan penanganan
pada ibu harnil, ibu bersalin, ibu nlfas dan bayi baru
Iahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit k.e
fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki
biaya untuk bcrsalin di Iaailitas peloyanan kesehatan,
perlu jaminan persalinan (Jarnpersal);

Menimbang

BUPATI HULU S1,JNGAIUTARA,

DENGAN RAJlMAT TUMAN YANG MARA ESA

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSVS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALl NAN

DI KABUPATEN HULU SUNOAI VTARA
TABUN ANGGARAN 2020

PERATURAN BUPATI HVLU SUNGAI UTARA
NOMOR \8 TAHUN 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

'1",

,.

TENTANG



13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 3 tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru
Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2020;

11. Peraturan Menleri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
teritang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Dalrun
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

1U. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program -Jaminan
Keseha.tan NCI.~iot')<:\ 1:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2014
tentang Pcnggunaan D(U)a Kapitasi Untuk .Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Iiasilitas Kesebatan Tinglmt Pertama
Milik Pemerintah Daerah;

8. Pcraturan Presiden Nomor 32 Tabun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi .Jamlnan
Kesehatan Nasional pada. Faeilitas KflRP,haian Tingkat
Pertama Milik Pernerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
.Iarninan Kesehatan s~bagaitna11atelah diubah dcnguu
Peraturan Presiden N(J1110r 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1~ Tahun
2013 tentang .Jarninan Kesehatan;

6. Peraturan Pemerirrtah Nornor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perirnbangan (Lembaran Ncgaru Republik
Indonesia Tahun 2011 NOnlUI' 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan .Jarninan Sosial [Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lernburnn Negara Republik Indonesia Nomor R256);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tarum 2009 tewtang
Kesehatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 40 TAhu(I 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (l.embaran Negara Republik
Indonesia 'I'ahun 2004 Nornor 150,. Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4456);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Nornor 3637);

"
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8. Badan Layanan Umum Daerah Rurnah Sakit Urrrurn Daerah yang
selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Urnum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Parnbalah Batung Hulu Sungai Utara.

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau
berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertcntu dibidang pelayanan
.Jaminan Persalinan (.Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Sekretariat Daerah ad alal J Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungal
Utara.

3. Kcpala Daerah ndalah Bupati Hulu Sungai Utara

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
pcnyelenggaru pernerirrtah daerah.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Paeal i

BABI
KETENTUAN UMUM

PERAtURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIOANG KESEHATAN
UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN
HULl) SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN:

16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nornor 18 'Tnhul1
2018 teritang Keduduke», 1'ugas Pokok, Fungsi. dan
Uraiun ~llga~ Dinas Kesehatan Kabupatcn Hulu Sungui
Utara (Derlta Dacrah Kabupaten Hulu Rungai Utara
Tahun 2018 Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai utara Tahun 2016 NomOI' 12);

14. Peraturan Daerah Kabvrpaten Hulu Sungai Utara
Nornor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu
Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2016 Nomor 1)i

Utara (Lernbaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2014 Nomor 3);

·3·



..,if.

Tujuan penyclenggaraan .Jampersal adalah sebagai berikut:
a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas

serta bayi barn. lahir;
b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan:
c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil,bersalin dan was serta bayi;

dan
,...... d. menurunkan AngkaKematian Ibu dan Angka Kcmatian Bayi .

Pasa13

(2) Sasaran Jampersal sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) adalah; warga
Hulu Sunaai Utara atau nenduduk yang berdomisili di Kabupaten Hulu
Sungai Utara minimal 3 (tiga)bulan, YWlg bcrasal dari keluarga miskin dan
tidak rnampu yang belurn rnempunyai jaminan keachatart atau jaminan
kesehatarmya tidak aktif karenn ketidakmampuan mernbayar iuran.

(1) Sasurun J!;UJJpl"lrsal Dak Non Fiaik adalah :Jl;'bugnj berilcut:
H. Ibu Hamil;
b. Ib1.1 Bersalin;
c. Ibu Nifas;
rl. Bayi BMU Lahir;

Pasal Z

BAS II
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

15..Jarninan Kesehatan Ilulu Sungai Utara adalah .Jaminan Pe-laynnan
Kesehatan Kepada Ibu Hamil yang tidak memiltki .Jaminan Kesehatan
lainnya baik sebagai Pencrima Bantuan Iurnn (PBI)dan Penerirna Bantuan
luran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Hl.l11.1Sungai Utara,

14. Puskesrnas PONED adalah Puskesmas yang marnpu mclaknkan
Pengelolaan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar,

13. Fasiritas Kcschatan adalnh: institusi pelayanan kcsenatan sebagai tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik
promotil, prev~ntjf, kuratif rnaupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pernerintah, TNI/POLRI~ dan SWH!5La.

12.Pendamping adalah kell1atga/kadF.T/tP.nBga kesehatan atau siapa saja yang
ditunjuk oleh Ibu hamil/bersalin/nilas selama menernpati RTK.

11. Biaya Rujukan adalah biaya perjalanan yang dikeluarkan urituk
penggantian bahan bakar, perawatan kendaraan, sopir dan tenaga
keschatan pendomplng selama rujukan, yang besarunnyn I'>flfiuajdengan
PeraturanDaerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlaku.

10.Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTKadalah tempat tinggal
semeritara pasien dan keluarga/pcndamping yang dilaksanakan sebelum,
sclarna atau sesudah kelahiran anak.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
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2) Biaya transportaai rujukan dan/ atau perjalanan dinas ibu harnil, nifas dan
bayi barn lahir dari dan ke rumah ke R1'K rnaupun RTK ke fasilita.s
kesehatan.

Dana Jampersal digunakan untuk:
1) Biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran meliputi Sewa rumah, belanja

Listrik, belanja Air, termasuk makan dan rninum untuk pasien, keluarga
peridamping dan petugas kesehatanj kader.

Pasal6

(2) Dana sebagairnana dlmaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupa len Hulu Sungai Utara.

(1) Sumber dana .Jarnpersal berasa.1 dan Dana Alokasi Khuaus Non Fisik
Hidang Kesehatan,

Pasal S

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN .JAMPERSAL

(5) Susunan keanggotaan Tim Pengelola terdiri dari:
a. Pelindung
b.renanggun~awob
c. Ketua
d, Sekretru'is
e. Anggota (4 orang)
f. Pengelola di tingkat Puskesmas (13 Orang)

(4) Tim Pengelolarnempunyai tugas scbagai berikut:
a. melaksanakan Peraturan Bupnti Len lang Penggunaan Dana .Jampcraal

DAK Non Fisik;
h. menyusun Anggaran .Jampersal;
c. melakukan survey untuk rnenentukan Lukas! RTKdan harga sewa:
d. melakukan pernbinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Jampersal;
E. rnelakukan koordinasi dengan pihak terkait;
f. rnenyelenggarakan sosialisasi;
g. melakukan cvaluasi pelaksanaan .Jampersal
h. rnembuat laporan pcrtanggungjawaban keuangan.

(3) Dinas Keeehetan dnlam melaksanakan .Jampersal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) rnemberituk Tim Pengelola.

(2) .Jampersal yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

(1) .Iarnpersal diselenggarakan oleh Kepala Daerah.

Pasu]4

BABIII
PENYELENGGARAJAMPERSAL

- 6 -
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(3) Pemanfaatan RTKdiperunrukan bagi sasaran dan keluarga pendamping
sementara tinggal sebelurn rnelahirkan selama 2 (dua) hari dan sesudah
melahirkan selama 3 (tiga) hart atau bila diperlukan.

b.mempunyai ruangan dan tempat tidur minimal 2 (dua) karnar, ruang
dapur beserta perBbotan,berventilasi cukup, karnar mandi, jamban sehat
dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dad PLN.

(2) Kriteria RTK adalah sebagai berikut,
a. berlokasi dekat dengan Puskesmas yang mampu melakukan persalinan
atau dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah;

(1) RTK bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil,
bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga terjadi peningkatan jumlah
nersalinan di fasilitas pelavanan kesehatan serta menurunkan kasus
kornplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta hayi harlotlahir.

(7) Pernbayar'an atas pclayanan jwninan perealinnri dilakukan dcngan cara
klaim..

(6) Pelaksariaan pelayanan Jaminan Persalinan rnengacu pada standar
pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

(5) Penerimn manfaat .Jaminan Persalinan dapat memanfantkan pelayanan di
seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan
jaringannya) scrta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit]
pemerintah (berdasarkan rujukBn) pada perawatan kelas III dan tidak
diperkenankan naik kelas,

(4) Pen~fim.a manfaat -Jaminan Pemaiinan didorong untuk mcngikuti program
KB pasca persalinan.

(~) Penerima manfaat .Jaminan Persalfnan rnencakup seluruh sasaran dati
keluarga miskm dan tidak rnarnpu yang belum rnempunyai jaminan
keeehatan stall jarninan keeehatannya tidak aktif.

(2) Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan tcrbatas pada
pelayanan keharnilan dengan risiko, pe:r~alinan, nifas, bayi baru lahir
terrnaatrk Skri11ing Hipotiroid Kongeuital (SHK)dan KD pasca pcrsalinan,

(1) .Jaminan Persalinan dlarahkan untuk memobilieasi persalinan ke fasilitas
kesehatan yang kompcten sehingga dapat melakukan penccgahan dini
terhadap komplikasi baik dalam persalinan maupun dalam masa nifas.

Pasal 7

4) Biaya pertolongan persalinan, perawatan keharnilan resiko tinggi atas
indikasi, Bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);

3). Biaya transportasi sebagaimana dirnakaud pada ayat (2) juga dapat
digunakan untuk membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal
dunia.

• 6 ~



(2) Pelaporan pelaksanaan .Iampersal dilaksanakan setiap akhir tahun
anggaran berjalan.

(1) Monitoring pelaksanaan .Jamperaal dilaksanakan oleh Tim Pengelola
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (4).

Pasal12

(3) Pengajuan pencairan dana .Iampersal dilaksanakan mulai tanggal
1 .J~nu;ari 2020.

(2) SYMa.t pengaiul:\.n p~nc~ir8n dana .Jampersal sebagaimana dimuksud pada
ayat (1) menglkuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.

(1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajuksn pencairan dana
Jampersal kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 11

-Jenis dan besaran biaya .Iaminan Persalinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun :2020scbagaimana tercanturn dalam lampiran Peraturan Bupati ini,

Pnsal10

c. Rujukan ibu harnil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke
fasilitas pelayanan keechafan sekunderytersier alas indikasi medis,

h. Rujukan ibu hamil fisiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan
keschatan rujukan sek.urtder/ rereier atau dan fasilitas pclayanan primer Ice
faeilitas pelayanan kesehatan nlJl"lkan skunder /ter~ieri

a. Rujukan ibu hamil / ibu beraalin normal dad rumah ibu hamil ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer baik rnelalui rt.irnuh Lunggu kelahiran dan
atau langsung ke Fasiitas Pelayanan Kesehatan Primer;

Rujukan Ibu hamil/rbu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan
kesehatan yangmempunyai kornpetensi pertolongan persalinan, rneliputi :

Pasa19

(6) Penetapan harga sewa RTK berdasarkan hasil survey dan harga kepatutan
oleh Tim Perigelola.

(5) Pernbiayaan Operasional RTK meliputi; biaya sewa, belania Air, belanja
listrik, belanja makan pasien/kduatgaj pendamping selama di RTK.

(4) RTK juga dapal dimanfaatkan oleh ibu nifas dan keluarga yang bayinya
masih dalam perawatan di Rumah Sakit dengan mendapatkan pemberian
makan di RTK selama 3 (tiga) hari.

'"7-



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNOAT UTARA
TAHUN 2020 NOMOR IS-

Diundangkan di Amuntai
pada tangga I 15 Apti I .fJ.iJJ,o

Agar setiap orang mcngetahui memerintahkan pengundangan Peraturan
BUPHti ini dcngan pcm:mpl,l.Lrrnnyll dalam Derita l)acrw KHbupHIr-n Hulu
Surtgai Utara.

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 .Januari 2020.

Pasal 14

Petunjuk Teknis penggunaan .Iaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non
Fiaik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2U2U sebagairnana tcrcantum dalnm
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

BAB V
PENUTUP

- 8 -
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A, Latar :s~1ftk.._n,
Kesehntan rnerupakan kebutuhan dasar setiap manusia.Beseorang

tidak bisa rnemenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berRd.a dalAm
kondisi tidak sehat.Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu
uru.uk meneruakan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mcmpunyai tanggung jawub untuk rnenjamin setiap
warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkuaUta.s sesuai
dengan kebutuhan.Sebagai suaru kebutuhan dasar, setiap individu
bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya oan orang­
orang yl'mg menjadi tanggung jawabnve, sehingga pada dasarnya
pemenuhan kebutuhan rnasyarakat terhadap kesehatan adalah 1:!mggung
jawab setiap wargancgara.

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan dlsusun Standar Teknis Penerapan SPM yang menielaska n
langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat
Provinsij Kabupaterr/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan
memperhatikan potensi dan kemampuan dacrah. SPM juga akan berfungsi
scbagal instrumen untuk memperkuat pclaksanaan Performance Based
Budgeting. Undang-Undang Nomor 23 Tah'l.U12014, jugi\ t:rtengnnl[J..nntkan
pada Pemerlntah Daerah untuk benar-benar rnemprioritaskan belanja
dacrah untuk rnendanai 'ur'uaan pcmerintahan wajib yang terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Pengalokasian
Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhs n
daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan
sumber days. yang kurang akan menjadi prioritas dalarn pengalokaslan
DAK.

Ada 12 Inclilcatordalam SPM diaritarariya adalah pelavanan ib'u
hamil sesuai standar. pelayanan ibu beraa1in sesuai standar, dan
pelayanan bayi baru lahir sesuai standar.

Pemerintah pada tahun 2020 masih melanjutkan program Jaminan
Persalinan sebagai kelanjutan tahun 2019 dengan tujuan membantu
masalah finansial dad masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan
biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk rnenjangkau fasilitas
pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khueusnya pada
sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum merniliki jaminan
keschatan.

BAIJ I
PENDAHULUAN

PETl,JNJVlt TEKNIS
PENOOUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

BIDANG KESEHATAN UNTUK DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA

TAIIUN ANGGARAN 2020

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor t') Tahun 2020
TanggaJ \') April J-o~t.=>
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D. Kebijakan Operasional
1. Dana -Jampersal lnt digunakan untuk l11endekatk:~n akses dan

mencegan terjadinya keterlarnbatan penanganan pada ibu hamil,
bersulin, nifae dan baY; bam lahir tcrutame, di dnero h mrlit ukses ke
faailitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran
(RTK).

2. Dana .Iarnperaal merupakan Dana Alokasi Khuaus Non Fieik yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaterr/Kota yang mericaktrp
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka rnendekaikan
akses pelayanan KIA.

3. Dana .Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persallnan df Fasllitas
K~er;huto.n untuk mcnccgah sccara dini terjndinya kompHkas1 haik
dalarn persallnan ataupur, masa nifas.

4. Penerima manfaat Jaminan Persalinan OAK Non Fisik dapat
memanfaatkan diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama
pemerintah (Puskesmas & jaringannya) dan Fasilitas kesehatan
Tingkat Lanjutari (Rumah eakit Pemerintah].

5. Pelalcsarrann pelayanan .Jaminan Persalinan OAKNon Fisik mengacu
pada standard pelayanan KesehaJan Ibu dan Anak (KIAI.

6. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (1-rI'Kl mempcrtimbangkan
sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan,

7. Dana -Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan
yang telah dibiayai me1a1uidana APBN,APBD~BPJS, maupun sumber
dana. ll'l,innya,

8. Pembayaran atas pelayanan .Jarninan Persalinan DAK Non Fisik
dilakukan dengan cara klaim,

C. Saaaran
Sasaran dan .Iarninan Persalinan Dana Alokasi Khnsus Non Fisik

yaitu ~f':lunJh saaaran dibawah ini yang bcrasal dari keluarga miskin dan
tidak mampu yang bclum rnerniliki .Iaminan Kesehatan,

1. Ibu Hamil dengan Riaiko
2. 1bu Berealin
3. Ibu Nifas dengan Rlsiko [sarnpai 42 harl pasca melahirkan)
4. Bayi baru Iahir [eampai dengan usia 28 han).

B. T1.\juan
Tujuan dari Jaminan Persalinan adalah :

1. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil,
bersalin dan nifas serta bayi bQrU lahir;

2. Meningkatkan jurnlah persalinan di fasilitas peJayanan kesehatan;
3. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas

serrn hayi baru Iahir;
4. Menurunkan Angka Kernatian Ibu dan Angka Kematian Bayi
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Agar penyelenggaraan Jarninan Persalinan (Jampersal) DAK Nun Fiaik
terlakaaria dengan baik, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk
pada ketcntuan pengelolaan keuangan yang berlaku,

Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggungjawab dalam pelaksanaan
penyelenggaraan .Iampersal DAK Non Fisik melaksanakan pengelolaan
keuangan yang rneliputi penerirnaan dana, verifikasi (lLasklaim, pembayaran
dan pertanggungjawaban klaim dad fasilitas kesehatan yang mclaksanakan
.Iarninan Persalinan (Jampersa1) Dak Non Fisik,

Langkah-langkah pembayaran klaim dilaksanakan sebagal berikut ;

BAH IV
PBNGELOLAAN DANA

1. 1 (salu) had sebelum menglnap, Pasien / keluarga rnenghubungi Pengelola
Jampersal DAKNOll Fisik di Puskesmas terdekat,

2. Selama di Rllil1a.h Tunggu Kelahiran (RTK)Ibu hamil / ibu nifas daft
pendamping akan rnendapat makan eebanyak 3 [tiga] kali dalam 1 (satul
har-i.

3. Makan dan mlnum akan disediakan oleh Perigelola.Iampersal DAKNonflsik
sesuai Jam Makan (Pagijam 07.301 Siang Jam 12.00. Malam Jam 08.00)

BAB III
PROSItDUR PELAYANAN DI RUMAH TUOGU KELAHIRAN (RTK)

Ruang lingkup dati penggunaan Dana Jampersal DAK Non Fisik Bidang
Kesehatan meliputi :
1. Pelayanan ibu hamil risiko tinggi, Persalinan, nifas, dan Bayi baru lahir

risiko tinggibaik di tingkat pertama (Puskesmas dan jaringannya) rnaupun
di Fasilitas Pelayanan Tingkat Lanjutan (FKTL)

2. Biaya Operasional ibu hamil, beraalin dan nifas, tenaga ke5ehatan dan
pendamping di Rumah Tunggu Kclahiran (RTK) berupa biaya konsurnsi
selama di RTK.

3. Biaya transportast ibu hamil, nifas dan bayi barn lahir dad rumah ke RTK
matrpurt dari RTK ke Fasilitas kesehatan berupa perjalanan dinas baik
tenaga kesehatan maupun peridarnping, juga dapat digunakan untuk
rnembiayai rnobil jenazah jika ibu atau bayi rneninggal.

4. Untuk pendamping (suamf/keluarga, kader dari kcschatan) :
a. Mcndampingi ibu harnil dati rurnnh unLuk dl ruiuk ke fasilitas kesehatan

(Rumah Sakit / Puakeernas] terdekat.
b. Mendampingi ibu harnil, nifas dan bayi bam lahir selama berada di RTK.
c. Mernberikan bantuan terhadap ibu hamill nifas dan bayi baru lahir

selama berada di RTK.
d. Mendampingi, meruiuk pasien dad RTK ke Faeilitas kesehatan (Rumah

Sakit / Puskesmas) terdekat,
e. Mendampingi, menjemput ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari

Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit / Puskesmus) untuk diarrtar ke
Rurnah Tungg'll Kclahiran (RTK),

f. Mendampingi, mengantar pasien dari RTK ke rumah pasien hila
dipcrlukan

BAH JJ
RUANG LINGKUP KEGIATAN
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JENIS PELAYANAN DAN Desar Biaya (Maksimal, .1

No PENGELUARAN (Rpl~.
1. Sewa Ruman Tunggll Kelahiran . 1"~OO.000/ Bulan
2. Operasional Daya Listrik di RTK Real coast---

Operasional Air di RTK Real coast
3. Konaumsi pasien Ikeluarga/ pendamping 45.000 /Drang I Porsi

selama di RTK(1 hart 3 kali rnakan)
4. Jasa Pelayanan [Pemeriksaan, Mengacu kepada

perawatan & pertolongan persalinan) Permenkes Nomor 52
Tuhun 2010 'J'entang Tarif
PelaYA11aJ.'] Kcschatan dalarn
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan

5. Biasa RlJjukan Mcngacu kepada Peraturan
Perjalanan Dinas Yang
Herh:tku.
1.Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nornor36
Tahun 2019 tentang
Perubehan Atas
Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara NCIUlOr' .3.1
Tahun 2016 tentang
Satuan Biaya Perjalanan
Dinas 8agi Pemimpin
Dan Anggota DPRDI PNS
Pejabat Struktui'al Dan
Pcjabat Fungsional Serta
Pegawai Tidak Tetap
(PIT) Di Lingkungan
Pemerirrtah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai
Utara,

2. Peraturan Daerah Kab.
Hulu Sungai Utara

BABV
JENIS DAN SESARAN BIAYA JAMINAN PERSALINAN

1. Puskesrnas dan Rumah Sakit mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan
atas Pcrsalinan mengacu pada tarif retribusi pe1ayanan pada Puskesmas
dan perawatan kelas III dengan paket iNACBGs.

2. Verifikasi atas klaim mencakup :
8. Kesesuaian realisaaei pelayanan dan besaran tarif disertai bukti

pendukungnya.
b. Pengecekan klaim dari faailitas kesehatan yang rnemherikan pelayanan
Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya,

c. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban ataa klaim­
klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan.

3. Selur uh berkas rincian bukti-bukti pengeluaran dana dan dokumen atas
klaim disimpan di Dinas Kesehatan sebagai dokumen yang dipersiapkan
apabila dilakukan audit,
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A. Pemautauan & Evaluasi
Pemantauan perlu dilakukan untuk meridaputkan gambaran mengenai

kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, sedangkan evaluasi
bertujuan 'urrtukmenilai pericapaian indicator keberhasilan.

Peleksanaan pelayanan .Jamlnan Persalinan Dana Alokasi KhUSUB Non
Fisik meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan rnaupun jumlah
rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kualitas pelaksanaan
pelayanan, vcrifikasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta
pengelolaannya.

BADvII
PEMAN'tAUAN DAN ~VALUASI

Semua berkas kernudian dikumpulkan ke pengelola di Puskesmaa dan
RI,lm13h Sakit untuk selaniutnya disernhkan ke Dinas Kcsehatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara dan persyaratan ini bcrlaku sej~
ditetapkannya petunjuk teknis ini.

Setiap Fasilitas Kesehalan y:=tng akan mengajukan klaim. harua
melengkapi adrniniatrasi yang terdiri dari ;
1. Surat pengantar dad kepala Puskesmas atau Direktur Rumah Sakit;
2. Surat kctcrangan tidak marnpu dari Lurah / kepala Desa setempat;
3. Sural keterangan tidak aktif dari Penjarnin Kesehatan;
4. Tanda Terima pernbayaran (contoh terlarnpir]:
5, Fotocopy kartu identitas diri ibu hamil yang masih berlaku (KTP/Kartu

Keluarga/ Surat Keterangan bcrdomisili dari Kepala Desa Setempat);
6. Fotocopy Buku KIA / Kartu Ibu (lembar identitae, pelayanan keharnilan

dan keterangan lobi!');
7. Partograf yang diisi oleh tenaga kesehatan periolorig persalinan;
8. Fotocopy / tembusan surat rujukan dan Puskesmas;
9. Bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume media urituk rawat inap.

BABVI
KELENGKAPAN PERTAN'OOUNGJAWABAN KLAIM

Nomor 4 Tahun 2017
ten tang Perubahan
Kedua atas Pcrda No. 37
Talrun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada
Puskesrnas dan
Jaringannya.

3. Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 11 Tahun
2013 tentang Retribusi
PelayananKesehatan
Kc1as III RSUD,
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Kebijakan .Jaminan Pcrsalinan DAK Non Fiaik diselenggarakan dengan
maksud untuk mernpermudah akees ibu hamil dalam mendaparknn
pertolongan persalinan yang aman dan sehat oleh tenaga kesehatan yang
kompeten di fasilitas kesehatan, book persalinan normal maupun dengan
penyulit.Hal ini dilakukan untuk mengatasi harnbatan biaya persalinan yang
sering rnenjadi masalah pada kclompok masyarnkat dengan tingkat ekonomi
rnenengah kebawah,

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan
-Jaminnn Persalinan DAKNon Flslk sehingga dapat tercapai tujuan program
serta penyclcnggaraan pernbiayaan yang akuntabel,

BAB VII
PENUTUP

yang dibiayai menggunakan Jaminan Persalinan DAKNon Fiaik danjumlah
biaya yang telah digunakan.

Fasilitas Kesehatan dalam hal ini Pengelola Jaminan Peraalinan OAK
Non Fisik di Puakesrnas dan Rumah Sakit wajib melaporkan r~kl;lp1t\JlaRi
pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Pads.
Tanggal 10 Setiap Bulannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Selaku Tim
Pcngelola wajib melakukan rekapitulasi laporan dan seluruh laporan hasil
pelaksanaan .Jarninan Persalinan DAK Non Fisik.
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